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          LAPORAN SINGKAT 

          KOMISI II DPR RI 

  (BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  

DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  

REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tahun Sidang : 2020-2021 

Masa Persidangan :  III 

Rapat Ke- : 12 

Jenis Rapat :  Rapat Dengar Pendapat Umum 

Sifat Rapat :  Terbuka 

Hari/Tanggal :  Selasa, 2 Februari 2021 

Waktu :  Pukul 13.00 WIB s.d Selesai 

Tempat :  Ruang VIP Komisi II DPR RI   

  Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta 

Acara         : Audiensi 

Ketua Rapat         : Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M./Wakil Ketua Komisi 

II DPR RI 

Sekretaris Rapat :  Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI   

Hadir         : A.  4 (empat) Anggota Komisi II DPR RI dari 49 

 (empat puluh sembilan) Anggota Komisi II  

 DPR RI 

  B.     Forum Kajian Pembentukan DOB Provinsi Lapago 

 Pegunungan Tengah Papua Tahun 2019 

 

I. PENDAHULUAN 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat 

Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Forum Kajian 

Pembentukan DOB Provinsi Lapago Pegunungan Tengah Papua Tahun 

2019, dengan agenda audiensi, hari Selasa, 2 Februari 2021, dibuka 

pukul 13.00 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. Syamsurizal, 

S.E., M.M., dan dinyatakan terbuka untuk umum. 
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II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN 

Pokok-pokok pembahasan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II 

DPR RI dengan Forum Kajian Pembentukan DOB Provinsi Lapago 

Pegunungan Tengah Papua Tahun 2019, dengan agenda audiensi. 

 

III. CATATAN RAPAT 

Catatan Rapat pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI 

dengan Forum Kajian Pembentukan DOB Provinsi Lapago Pegunungan 

Tengah Papua Tahun 2019, dengan agenda audiensi, sebagai berikut: 

 

1. Pendekatan politis harus menjadi pertimbangan utama (kelengkapan 

infrastruktur dapat menyusul). 

 

2. Pembagian wilayan Provinsi pemekaran di Papua harus berdasarkan 

suku yang ada disana (wilayah adat). 

 

3. Proposal dan dokumen sudah diserahkan kepada Pemerintah secara 

resmi pada tanggal 28 Oktober 2019. 

 

4. Wilayah Lapago mencakup 10 Kabupaten dengan luas keseluruhan 

kurang lebih sebesar 65.000 km2. 

 

5. Kajian akademik dilakukan secara internal karena Uncen 

mendapatkan instruksi untuk tidak melakukan kajian. 

 

IV. PENUTUP 

 Rapat ditutup pukul 13.30 WIB. 

 

Jakarta, 2 Februari 2021 

KETUA RAPAT 

 

TTD 

 

Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M. 

A-462 
 

 


